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SALINAN

BUPATI KARANGANY AR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPA’I‘I KARANGANYAR
NOMOR 45 TAHUN 2019
| TEN’I‘ANG
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
vNOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
DAN TUNJANGAN HARI RAYA |

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' o BUPA’I‘I KARANGANYAR ,
. '-"Meni:r‘nba‘ng o a. bahwa . Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
S merupakan Pejabat Daerah yang berhak mendapét Gaji
Ketiga Bélas dan Tunjangan Hari Raya sesuai kctentuan
Pasal 8 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2018 te‘ntan'g Perubahan v‘chua ’atas'_‘ Peraturan
- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
" Gaii, Pe_ihsiuh, atau Tunjangan 1 Ketiga Belas képadé
Pegawa’i‘{ ,Négeri" Sipil, | Préjurit Tentara Nasional
.Indbneéia ' Anggota Kepohsxan Negara Republik
Indonesm, PeJabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
.TunJangan, ‘dan’ Pasal 8 huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor . 36 Tahun 2019 tentang
‘Pervnb.crian ;Tunjangan' Hari Raya Kepada PegaWai
Negeri . Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
a Anggota Kepolisian Ncgara Republik Indonesia, Pejabat
o Negara, Penerima Pensmn dan Penerlma Tunjangan;
* b. bahwa berdasarkan pe(tlmbangan hur’uf a diatas, perlu
méhetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ata_sn
Peraturan Bupati Karanganyér Nomor 44 ’I‘ahun. 2019
tentang Teknis Pemberlan Gaji Ketiga Belas dan

” 'I‘un_;angan Hari Raya




‘ Mengingat

S

[Undang«Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang :

Pembentukan : Daerah Daerah - Kabupaten' dalam |

- Llngkungan Prov1n51 Jawa Ten gah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 te'ri‘tang

”]Pemermtahan Daerah (Lembaran : Negara Repubhk

Indonesm Tahun 2014 Nomor 244 ’ Tambahan

' 'Lembaran Negara Repubhk JIndonesia. Nomor 5587] =

’ sebagalmana telah dlubah beberapa kali terakhir -

~ dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang'
.’Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23

'Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 - Nomor SLR

‘Tambahan Lembaran ’Negéra‘ Republik “Indonesia

Nomor 5679)

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang B
' .Keuangan Negara ‘ (Lembaran Negara Republik
Indones1a Tahun 2003 Nornor '47 Tambahan'

.Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor

4286)

» Undang Undang Nomor 1 ‘Tahun 2004 ’tnetangb‘
~ Perbendaharaan Negara (Lembaran ‘Negara Repubhk o

Indonema Tahun 2004 Nomor 5 ’I‘ambahan Lembaran .

Repubhk Indonesm Nomor 4355)

' Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
_Pembenan Gap Pensmn atau Tunjangan Ketiga
‘vBelas kepada Pegawal Negerl Slpll Prajurlt Tentara',ﬁ
Nasmnal Indonema Anggota Kepolls1an Negara
= Repubhk Indonesia, Pe_]abat Negara, dan Penerlma‘ |
'Pens1un atau TunJangan (Lembaran Negara Repubhk _
' :Indones1a Tahun 2016 Nomor 115, Tambah‘an_* |
Lembaran : Republlk _ Indones1a Nomor‘ ,_5888)',‘
'sebagalmana telah dlubah beberapa kah _térakhif:
“dengan Peraturan Pernerlntvah Nomor - 35 Tahun 2019
tehtang Pevrubéharvl; Kétiga-'._at_as Peraturan Pemerintah -~
Nomof 19 ‘, Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji,

Pe’_n_Siun, “atau bTunjanganv  Ketiga v’}BeIas .'kepada



ve

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga bcrbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pecrangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Dewan Perwakilan - Rakyat ‘Daerah Kabupaten

| Karanganyar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat ‘Daerah Kabupaten
Karanganyar. ’
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalamvpenyelenggaraan Urusanb Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah. A
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
pemériﬁtahan oleh pemerintah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan .Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. .

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat
PNS adalah¢ warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Apafatuf Sipil Negafa secara tctap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan. |
Pejabat Negara adalah -

a. Blipati; dan

b. Wakil Bupati;

c. dihapus

d. dihapus

e. dihapus. .

Hari Réya adalah hari .raya Idul Fitri.




. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dxubah, sehmgga berbuny1

sebagal berlkut

Pésaiv 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Karariganyar., g

Bupa"c‘ib adalah BupatiKaranganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyélenggara " Pemerintah
Daerah. | ’ : '

Dewan Perwakilan = Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyarv yang disingkat DPRD “adalah Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyzih

. Perangkat Daérah adalah unsur ‘pembanttjx Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemcrintahan
yang men_]adl kewenangan Daerah. |

Pemerintahan adalah daerah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh pemerintah. dan DPRD menurut

asas otonomi dan dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pegaweu Negen Sipil, yang selanjutnya disingkat

- PNS adalah warga negara Indonesia yang

v vmefnenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetapv oleh
pejabat pembina kepegawa:an untuk mondudukx
jabatan | pemermtahan

Pej abat Negara adalah

Bupati; dan

Wakil Bupati;
: dihapus

diﬁapus

o oo o op

dihapus.

 Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.




10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang
selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karanganyar.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pcngguha
Anggaran (PA/ KPA) atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana. _

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disingkat SP2D adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum
Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berdasarkan SPM.

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB baru
yakni BAB IVA yang terdiri dari 1 (satu} Pasal yakni Pasal
7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| - BABIVA
. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
- BELAS BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal '7A
(1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi
Anggota DPRD. |
(2) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
bagi Anggota DPRD tidak termasuk Tambahan
Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.




- .w..gw{ .

) PasalIl |
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggél diundangkan.
Agar setiap = orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
~ pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Mei 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 45

esuai dengan aslinya
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